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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang  

 Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

terbentuk dan memiliki strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, 

Negara memberikan kebijakan dan pengaturan mengenai desa dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.  Dalam UU tersebut menegaskan bahwa 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.  

Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu 

pemerintah daerah proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk 

pembangunan infrastruktur pada msyarakat desa. Pemberian kesempatan yang 

diberikan oleh negara terhadap desa dalam mengurus tata kelola pemerintahan 

sendiri ini, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta 

pemerataan pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat desa sehingga persoalan kesenjangan antarwilayah, 

kemiskinan, dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir.  

Guna untuk mendukung pelaksanaan tugasnya pemerintah desa, Desa 

mempunyai sumber pendapatan yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui
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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam APBN, desa 

mendapatkan sumber pendapatan baru yakni Dana Desa. Setiap desa akan 

mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara 

bertahap. Dana desa nantinya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan 

pemberdayaan masyarakat. Semua yang terkait dengan dana desa merupakan 

proses dalam mengelola keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.   

Jumlah dana desa yang akan dimiliki oleh setiap desa ialah sangat besar, hal 

ini merupakan sangat rawan terjadinya penyelewengan. Dalam hal pengelolaan 

dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun 

substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat 

belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP,2015).  

Badan Pengawas Keuangan (BPK) (2016) mengemukakan bahwa banyak 

permasalahan terkait pengelolaan dana desa diantaranya adanya perbedaan 

persepsi yang menjadi kendala utama dalam realisasi dana desa yang hampir 

terjadi di seluruh desa. Akibatnya banyak temuan pengelolaan dana desa ini tidak 

sesuai dengan aturan, bahkan ada yang diselewengkan.  

Kementerian keuangan pun menilai perangkat desa masih belum siap 

menerima anggaran dana desa saat ini. Terdapat masalah kapasitas administrasi 

dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Akuntabilitas dan 

pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat 

pada pengelolaan keuangan desa (Wijaya, 2018).    
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Selama ini dana desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai 

satu milyar tiap tahunnya, upaya pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan 

kualitas tata kelola keuangan desa dengan menerapkan asas transparansi dan 

akuntabilitas di desa. Selain itu juga untuk menatakelola keuangan desa secara 

optimal dan sebagai tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak terjadi 

keluar dari peraturan undang-undang. Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) menindaklanjuti dengan mengembangkan aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES).  

Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah satunya untuk 

pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi 

lebih transparan serta akuntabilitas (Aziza, 2018). Sistem ini akan memudahkan 

pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, mulai dari aspek 

perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan 

keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Proses 

perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan 

keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban yang merupakan kesempatan baik 

untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara 

efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan 

dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016).  

Namun menurut Wijaya (2018), peran dan tanggung jawab yang diterima 

oleh pemerintah desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Kendala umum lainnya, ialah desa 

belum mempunyai prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam 
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pengelolaan keuangannya.  Serta melihat dari penelitian terdahulu menurut 

Makalalag, Nangoi Dan Karamoy (2017) Kompetensi sumber daya pengelola 

masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah 

daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa  di 

Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dibutuhkan pembinaan, 

pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa dan 

juga penelitian ini termotivasi oleh Ismail, Widagdo dan Widodo (2016) bahwa 

hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah 

rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Permendagri No. 113/2014. Hal itu ditambah lagi dengan belum 

adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan 

dana desa. 

Dengan adanya permasalahaan yang telah diungkapkan oleh penelitian 

terdahulu dalam mengelola keuangan desa, peniliti tertarik untuk melakukan 

penelitian bagaimana pemerintah desa menggunakan aplikasi Siskeudes ini, 

mengingat aplikasi ini masih baru diterapkan oleh para pegawai serta kurangnya 

pemahaman para pegawai untuk pengelolaan keuangan dengan baik.  

Maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam pada 

salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan dengan membahas 

“analisis penggunaan aplikasi siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa (studi kasus : desa Tridayasakti).  
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B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada rumusan masalah 

yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi aplikasi SISKEUDES dalam mengelola dana 

desa di Desa X? 

2. Bagaimana peranan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa? 

 

C. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui implementasi aplikasi Siskeudes dalam mengelola 

dana desa di desa Tridayasakti 

b. Untuk mengetahui peranan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tridayasakti.   

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan 

pemikiran baru dan memperkaya wawasan mengenai penggunaan 

aplikasi SISKEUDES. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti, memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi 

dimana dapat mengetahui penggunaan aplikasi Siskeudes ini dengan 

baik dalam pengelolaan dana desa.  
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2) Bagi Desa X, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan 

acuan pembenahan diri dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan 

desa dengan aplikasi SISKEUDES. 

3) Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan 

kepada pemerintah dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES yang 

telah digunakan oleh desa-desa di Indonesia.   


